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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NoMoR : 03/sDM.03. 1-Kpt / T3orlsek-Kab /r / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) LINGKUP SEKRETARI.AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN KEPUI-AUAN SEI.AYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengerolaan

keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, pengarnanan aset Negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kantor
Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Selayar,

dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat yang
diberikan kewenangan untuk mengelola Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar

tentang Penunjukan Operator Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tasrrbahan

Lembaran Negara Nomor a2861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang....
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61O9);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tenlang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 20O4 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 142, Tamba}ran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20O8 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran

Negara Nomor 5135);

8. Peraturan Kepala Badal Pengawas Keuangan

Pembangunan Nomor Per-l326lKlLBl2OO9 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2O08 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2OO8 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota;

11.Peraturan....
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1 1 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum KabupatenlKota;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78|PMK.O2l2ol9

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2O2O;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l9OIPMK.OSl2ol2

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor

1 1e 1);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 443 I Kpts I KPU I Tahun 2Ol4 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan 1.

2.

3.

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2Ol7 Nomor

l4O6lPw.01-SD/08lSJ lxl2ot7, Perihal

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu

Kendali untuk KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2O2l Nomor SP DIPA-

07 6.01.2.659 l4O I 2021 tanggal 23 November 2O2O;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 47 IKU -O5-

Kptl02lSJ lI12021 tentang Penunjukan Kuasa

Pengguna Anggaran lBarang dan/atau Pelaksana Tugas

(Plt) Kuasa Pengguna Anggaran lBarang pada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten lKota;

MEMUTUSKAN....
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

SELAYAR TAHUN 2O2T.

Menetapkan saudara MULYATI, NIP.19780529 2ol2l2 2

001, Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda (II/b),

Jabatan Staf Sub. Bagian Hukum Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai

Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2O2I.

T\rgas dan Tanggungjawab Operator SPIP, yakni:

1. Menyusun dan Mengelola Kartu Kendali dari Kartu

Kendali I-A sampai dengan I-I.

2. Menyusun dan membuat laporan SPIP secara Triwulan,

Semester dan Tahunan dalam bentuk surat dan

melaporkan perkembangan SPIP di lingkungan KPU

Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepadaAtasan Langsung.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-

076.01.2.659t4O12021 tanggal 23 November 2O2O Bagian

Anggaran 076.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungjawab.
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N KEPULAUAN SELAYAR
Bagian Hukum
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ASMAR SUGIANTO
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